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KABUPATEN TEGAL
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(Audited)

BABI
PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan
keuangan daerah, Pemerintah Daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban
keuangan pemerintah daerah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun
dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah diterima secara umum.
Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 (dua) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa dalam
rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, setiap Entitas Pelaporan
wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja.
Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal adalah salah satu entitas pelaporan yang wajib
menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan. Laporan keuangan tersebut terdiri dari
Laporan Realisasi Anggaran (LRA); Laporan Operasional (LO); Neraca; Laporan
Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL); Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
Laporan Arus Kas (LAK); dan Catatan atas Laporan Keuangan (CalLK). Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal disajikan berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64
Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual
pada Pemerintah Daerah.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan ikhtisar sumber, alokasi,
dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola pemerinah daerah, yang
menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode
pelaporan, yang mencakup unsur pendapatan-LRA, belanja, transfer,dan pembiayaan.
Laporan Operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang
menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk
kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan, yang
mencakup unsur pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit-LO. Neraca menyajikan
aset, utang, dan ekuitas dana yang diperbandingkan dengan periode sebelumnya.
Sedangkan Laporan Arus Kas menyajikan arus kas dari aktivitas operasi, arus kas
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dari aktivitas investasi aset non keuangan, arus kas dari aktivitas pembiayaan, dan
arus kas dari aktivitas non anggaran yang diperbandingkan dengan periode
sebelumnya.

Guna menghindari kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan,
perlu dibuat Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi informasi untuk
memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan. Catatan atas Laporan
Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan yang
menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka
pengungkapan yang memadai.

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Maksud penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal
yang meliputi semua laporan dan berbagai penjelasannya yang mengikuti
laporan tersebut adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan
keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal selama satu periode Tahun Anggaran
2015.

Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan adalah untuk dapat
menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna, berupa posisi
keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan
(Tahun Anggaran 2015).

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran
2015 disusun berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di
Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu :

1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun
2008 tentang Perubahan Keeempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 133);

3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
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S)

6)

7)

8)

9)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 2004 Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);

10) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

11) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5584)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);

12) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan

Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4028);

13) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
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Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

14) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340) ;

15) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4575);

16) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65
Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

17) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 4578);

18) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

19) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4593);

20) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4607);

21) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);
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22) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

23) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

24) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

25) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
123);

26) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

27) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

28) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
155);

29) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

30) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/ 2011 tentang Pedoman
Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 899);
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31) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual pada Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

32) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/ 2015 tentang Tata Cara
Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas

Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
1.974);

33) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang
pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir Pada
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
1752);

34) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal
Tahun 2007 Nomor 13) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13
Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 92);

35) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten
(Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17);

36) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola
Organisasi Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten
Tegal Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tegal Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi
Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun
2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 33);

37) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Tegal Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Tegal Nomor 20 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Tegal Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Tegal Nomor 68);
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38) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 24) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2008
tentang Pembentukan Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2012 Nomor 21, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Tegal Nomor 69);

39) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah
Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Tegal Nomor 25);

40) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2012 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 51) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Tegal Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 80);

41) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2012 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 52) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun
2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2
Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal
Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor
81);

42) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2014 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun
Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014
Nomor12);

43) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun 2015 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal
Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015
Nomorll,);

44) Peraturan Bupati Tegal Nomor 17 tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal
Tahun 2014 Nomor 17) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 57 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 17 tahun 2014 tentang
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Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal (Berita Daerah
Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 57);

45) Peraturan Bupati Tegal Nomor 18 tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi
Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal
Tahun 2014 Nomor 18) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 58 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 18 tahun 2014 tentang Sistem
Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten
Tegal Tahun 2015 Nomor 58);

46) Peraturan Bupati Tegal Nomor 65 tahun 2014 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dearah Kabupaten Tegal Tahun
Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014 Nomor 65);

47) Peraturan Bupati Tegal Nomor 51 tahun 2015 tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dearah Kabupaten Tegal
Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015
Nomor 51);

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun
Anggaran 2015 memuat penjelasan dan atau catatan atas laporan keuangan dalam
periode Tahun Anggaran 2015 yang disusun dengan sistematika sebagai berikut :

1. Bab I berisi Pendahuluan, yang menjelaskan tentang maksud dan tujuan
penyusunan Laporan Keuangan, Landasan Hukum Penyusunan Laporan
Keuangan dan Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan;

2. Bab II berisi Ekonomi Makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target
kinerja APBD, yang menyajikan diskripsi ekonomi makro/ekonomi regional,
kebijakan keuangan, dan indikator pencapaian target kinerja APBD;

3. Bab III berisi Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan, yang menjelaskan
ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, serta hambatan dan
kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

4. Bab IV berisi Kebijakan Akuntansi, yang menjelaskan tentang entitas
pelaporan, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan,
basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan, dan
penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam
SAP, serta kebijakan akuntansi tertentu.

5. Bab V berisi Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan, yang merinci dan
menjelaskan masing-masing pos-pos pada Laporan Realisasi Anggaran
(LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL), Laporan
Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, dan Laporan
Arus Kas (LAK).
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6. Bab VI, berisi Penjelasan Atas Informasi-informasi non keuangan, yang
menjelaskan tentang gambaran umum daerah.

7. Bab VI, berisi Penutup.

2015
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BABII

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, INDIKATOR
PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

5.1. Ekonomi Makro/Ekonomi Regional

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tahun
2014 sebesar Rp 22.916.470,94 dengan indeks perkembangan selama kurun
waktu lima tahun, dari tahun 2010-2014 sebesar 151,70 persen. Sedangkan atas
dasar harga konstan pada tahun 2014 sebesar Rp 18.955.755,71 dengan indeks
perkembangan selama kurun waktu lima tahun, dari tahun 2010-2014 sebesar
125,48 persen.

Bila PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di
daerah itu, maka akan dihasilkan suatu PDRB Per kapita. PDRB Per kapita atas
dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang
penduduk. Pada tahun 2014, PDRB per kapita Kabupaten Tegal mencapai 16,14
juta Rupiah dengan pertumbuhan sebesar 13,39 persen pada tahun 2011-2013
berturut-turut sebesar 7,49; 0,83; dan 21,26 persen.

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tegal atas dasar harga berlaku pada
tahun 2014 sebesar 10,36 persen, sedangkan atas dasas harga konstan sebesar
5,00 persen. Angka pertumbuhan ekonomi ini lebih rendah dibandingkan dengan
pertumbuhan ekonomi tahun 2013 yang mencapai 10,36 persen (harga berlaku)
dan 6,75 persen (harga konstan).

Struktur perekonomian sebagian masyarakat Kabupaten Tegal telah
bergeser dari kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan ke kategori ekonomi
lainnya yang terlihat dari besarnya peranan masing-masing kategori ini terhadap
pembentukan PDRB Kabupaten Tegal. Sumbangan terbesar pada tahun 2014
dihasilkan oleh kategori Industri Pengolahan (32,53 %), kemudian kategori
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Motor (16,07%), kategori
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (14,89%), kategori Konstruksi (7,74 %),
dan kategori Jasa Pendidikan (5,11 %). Sementara peranan kategori lainnya di
bawah 5 persen, yaitu kategori Pertambangan dan Penggalian (4,48 %), kategori
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (4,14 %), kategori Informasi dan
Komunikasi (2,62 %), kategori Transportasi dan Pergudangan (2,61 %), kategori
administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (2,33%0,
kategori Jasa Keruangan dan Asuransi (2,33%), kategori Jasa Lainnya (2,23 %),
kategori Real Estate (1,62 %), kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (0,81
%), kategori Jasa Perusahaan (0,39 %), kategori Pengadaan Listrik dan Gas
(0,06%), serta kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang
(0,04%).
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5.2. Kebijakan Keuangan

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2015 tertuang dalam Nota antara Pemerintah Kabupaten Tegal dengan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal Nomor 900/16/2419/2014 -
170/10/2014 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2015 yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2015.

5.2.1. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

Kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan untuk mendorong
peningkatan pendapatan melalui mobilisasi pendapatan asli daerah dan
penerimaan daerah lainnya.

Kebijakan umum pendapatan daerah tahun 2015, adalah sebagai
berikut :
1) Kebijakan Umum Pendapatan Asli Daerah (PAD)

a. Meningkatkan target penerimaan pajak daerah dan retribusi
daerah dengan mengoptimalkan pemungutan Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan komponen
pajak daerah lainnya serta retribusi daerah sesuai dengan
ketentuan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah yang telah menjadi kewenangan
Pemerintah KabupatenTegal.

b. Mengoptimalkan penerimaan PAD melalui perolehan pendapatan
hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari Badan
Usaha Milik Daerah yaitu PDAM, BPR-BKK dan Bank Jateng
berupa perolehan laba maupun penyertaan modal.

c. Mengalokasikan tambahan penerimaan daerah berupa lain-lain
pendapatan asli daerah yang sah dengan mengoptimalkan
manajemen kas daerah dan pengelolaan aset-aset daerah yang
berpotensi memberikan sumber-sumber penerimaan daerah bagi
pendapatan asli daerah

d. Mengupayakan perluasan sumber-sumber penerimaan daerah
lainnya dengan melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi sesuai
dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

e. Mengoptimalkan peran kelembagaan dan sistem operasional
pemungutan Pendapatan Asli daerah (PAD).

f. Meningkatkan kemandirian daerah dengan meningkatkan
proporsi PAD terhadap pendapatan daerah secara menyeluruh.

2) Kebijakan Umum Dana Perimbangan

a. Meningkatkan penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai
sumber penerimaan daerah untuk dapat mencukupi kebutuhan
daerah yang bersifat wajib dan mengikat seperti belanja pegawai
dan kebutuhan aparatur lainnya.
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b. Meningkatkan penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai
sumber pendanaan kegiatan-kegiatan yang besifat khusus sesuai
dengan karakteristik dan kepentingan daerah.

c. Mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan lainnya dari
pemerintah pusat berupa bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan
pajak untuk menjamin dan menambah ketersediaan sumber
pendanaan pembangunan daerah.

d. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam
pelaksanaan dana perimbangan khususnya terkait
pertanggungjawaban pengelolaan dana perimbangan.

3) Kebijakan Umum Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

a. Mengupayakan adanya penerimaan dana hibah dari pemerintah
pusat sebagai sumber penerimaan daerah

b. Melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk upaya
penjaminan ketersediaan penerimaan sumber-sumber dana
penyesuaian berupa alokasi dana pendidikan untuk Bantuan
Operasional Sekolah (BOS) dan dana sertifikasi bagi tenaga
pendidik.

c. Melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi sebagai upaya
penjaminan ketersediaan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi
dan dana bantuan keuangan dari provinsi.

5.2.2. Kebijakan Umum Belanja Daerah

Pendanaan digunakan untuk melindungi dan meningkatkan
kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah
yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan,
kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta
mengembangkan sistem jaminan sosial.

Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang
efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi satuan Kerja perangkat Daerah
(SKPD) dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang
menjadi tanggung jawabnya.

1) Kebijakan Umum Belanja Tidak Langsung

a. Belanja Pegawai
Belanja pegawai diarahkan pada pemenuhan kebutuhan gaji dan
tunjangan PNS Kabupaten Tegal sesuai dengan perkembangan
jumlahnya, kenaikan gaji pokok, kenaikan gaji berkala, serta
pemberian gaji bulan ketigabelas dan tambahan penghasilan
pegawai sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

b. Belanja Bunga
Belanja bunga dianggarkan untuk pembayaran bunga utang
daerah yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan
perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka
panjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
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Hibah

Belanja hibah dialokasikan secara selektif sesuai peraturan
perundangan yang berlaku. Penganggaran pemerian hibah dalam
bentuk uang, barang atau jasa kepada masyarakat dan organisasi
kemasyarakatan, secara spesifik dan selektif mempertimbangkan
kemampuan daerah.

Bantuan Sosial

Penganggaran pemberian bantuan sosial diperuntukkan kepada
kelompok anggota masyarakat secara selektif, tidak terus
menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan
penggunaannya.

Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan
Pemerintah Desa

Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan
Pemerintah Desa sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan kepada desa dan partai politik
dialokasikan ~ dalam  rangka  mendukung  pelaksanaan
pemerintahan desa dan perkembangan partai politik di Kabupaten
Tegal sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
Belanja bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan
bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari
pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa dan partai politik.
Bantuan bersifat umum diberikan dalam rangka peningkatan
kemampuan keuangan bagi desa penerima bantuan keuangan.
Bantuan keuangan yang bersifat khusus dapat dianggarkan dalam
rangka untuk membantu capaian program/kegiatan prioritas yang
dilaksanakan sesuai urusan yang menjadi kewenangan atau dalam
rangka akselerasi pembangunan desa.

Belanja Tidak Terduga

Penganggaran belanja tidak terduga dipergunakan untuk kegiatan
yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang
(penanggulangan bencana alam, bencana sosial).

2) Kebijakan Umum Belanja Langsung

a.

Belanja pegawai dialokasikan untuk mendorong kinerja pegawai
dalam melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas pokok dan
fungsi untuk setiap SKPD melalui pemberian honorarium PNS
dan Non PNS, pemberian uang lembur dan komponen belanja
pegawai lain sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Belanja barang dan jasa dialokasikan untuk dapat mendukung
pelaksanaan kegiatan oleh SKPD melalui pembelian barang dan
jasa yang dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat maupun
untuk kepentingan Pemerintah Daerah.
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c. Belanja modal dialokasikan untuk dapat menambah aset tetap
yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang dimanfaatkan untuk
sebesar-besar kepentingan pelayanan kepada masyarakat.

5.2.3. Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang
dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih
besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh.
Penerimaan utama pembiayaan dalam rangka menutup defisit anggaran
adalah penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun yang lalu
(SiLPA). Penggunaan SiLPA adalah sebagai sumber penerimaan
pembiayaan dalam tahun anggaran berikutnya dalam rangka mendanai
kegiatan-kegiatan yang belum selesai pada tahun anggaran berkenaan
maupun penggunaan lainnya sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima
kembali pada tahun anggaran berkenaan maupun tahun anggaran
berikutnya. Kebijakan umum pengeluaran pembiayaan daerah adalah :

1) Pembayaran pokok utang yaitu digunakan untuk pelunasan pokok
utang pemerintah Kabupaten Tegal yang telah jatuh tempo.

2) Penyertaan modal pada BUMD maupun lembaga usaha lain sesuai
dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

5.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

a.

Anggaran Pendapatan

Pendapatan  daerah  tahun 2015  dianggarkan  sejumlah
Rp2.088.158.134.000,- naik Rp244.806.070.500,- atau 13,28% dari realisasi
tahun 2014 yang sebesar Rp1.843.352.063.500,- dengan rincian sebagai
berikut :
1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) : Rp280.411.781.000,- terdiri dari:

a) pendapatan pajak daerah Rp65.256.000.000,- yang terdiri dari
pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak
penerangan jalan umum, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang
burung walet, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak bumi
dan bangunan perdesaan dan perkotaan, Pajak BPHTB.

b) pendapatan retribusi daerah Rp19.772.202.000,- yang terdiri dari
retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perijinan
tertentu.

¢) pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
Rp9.124.072.000,- berupa penyertaan modal pada BUMD di
Kabupaten Tegal yaitu BPR-BKK, PDAM dan Bank Jateng.

d) lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Rp186.259.507.000,-
berupa hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan,
penerimaan jasa giro, pendapatan denda retribusi, bunga deposito,
dan lain-lain penerimaan.
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2) Pendapatan transfer Rp1.801.629.341.000,- yang terdiri dari :

a) transfer pemerintah pusat - dana perimbangan
Rp1.213.149.797.000,- yang berasal dari dana bagi hasil pajak
Rp40.170.530.000,-, dana bagi hasil SDA Rpl1.818.404.000,-,
DAU Rp1.085.549.293.000,- dan DAK Rp85.611.570.000,-.

b) Transfer pemerintah pusat - lainnya p431.800.140.000,- yang
berupa dana penyesuaian

¢) Transfer pemerintah provinsi Rp106.895.678.000,- yang berasal
dari pendapatan bagi hasil pajak Rp106.895.678.000,-

d) Bantuan keuangan yang merupakan bantuan keuangan dari
Pemerintah Daerah Provinsi Rp49.783.726.00,-

3) Lain-lain pendapatan yang sah yang berasal dari pendapatan hibah

Rp6.117.012.000,-,

Berdasarkan urusan pemerintahan, anggaran pendapatan tahun 2015
berasal dari pendapatan urusan wajib sebesar Rp2.080.981.708,00 dan dari
urusan pilihan sebesar Rp7.176.426.000,00. Rincian anggaran pendapatan
berdasarkan urusan pemerintahan ditunjukkan dalam tabel berikut ini :

ANGGARAN PENDAPATAN BERDASARKAN URUSAN WAJIB DAN PILIHAN

TAHUN 2015
ANGGARAN
No. URUSAN Rp

Urusan Wajib
1 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga 274.000.000
2 Dinas Kesehatan 55.229.898.000
3 Rumah Sakit Umum Dr. Soeselo Slawi 100.000.000.000
4 RSUD Suradadi 7.750.000.000
5 Dinas Pekerjaan Umum 502.217.000
6 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah _
7 Dinas Perhubungan, Komunikasi & Informatika 5.104.467.000
8 Badan Lingkungan Hidup _
9 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil _
10 Badan PP Dan KB _
11 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 881.000
12 Dinas Koperasi, UKM dan Pasar 4.150.000.000
13 Kantor Penanaman Modal _
14 Kantor Kesatuan Bangsa , Politik dan Perlindungan

Masyarakat .
15 Satuan Polisi Pamong Praja _
16 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah _
17 Sekretariat Daerah

2015
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ANGGARAN
No. URUSAN Rp

18 Sekretariat DPRD _
19 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah _
20 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah 1.905.085.677.000
21 Badan Kepegawaian Daerah _
22 Inspektorat Daerah
23 Badan Pelayanan Perijinan Terpadu 2.701.628.000
24 Kantor Camat Adiwerna
25 Kantor Camat Balapulang
26 Kantor Camat Bojong
27 Kantor Camat Bumijawa }
28 Kantor Camat Dukuhturi _
29 Kantor Camat Dukuhwaru _
30 Kantor Camat Jatinegara
31 Kantor Camat Kd.Banteng
32 Kantor Camat Kramat _
33 Kantor Camat Lebaksiu _
34 Kantor Camat Margasari
35 Kantor Camat Pagerbarang _
36 Kantor Camat Pangkah
37 Kantor Camat Slawi
38 Kantor Camat Suradadi
39 Kantor Camat Talang _
40 Kantor Camat Tarub _
41 Kantor Camat Warureja
42 Badan Penanggulangan Bencana Daerah _
43 Kantor Kelurahan Dampyak 30.720.000
44 Kantor Kelurahan Kagok 60.000.000
45 Kantor Kelurahan Kudaile 18.720.000
46 Kantor Kelurahan Pakembaran R
47 Kantor Kelurahan Procot
48 Kantor Kelurahan Slawi Wetan 73.500.000
49 Kantor Ketahanan Pangan _
50 Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa _
51 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

Sub Jumlah 2.080.981.708.000

2015
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ANGGARAN
No. URUSAN Rp
Urusan Pilihan :
52 Dinas Tanbunhut 24.125.000
53 Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan
Kehutanan
54 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 6.500.000.000
55 Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan 427.247.000
56 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 225.054.000
Sub Jumlah 7.176.426.000
Jumlah 2.088.158.134.000

b. Anggaran Belanja

Anggaran belanja daerah pada APBD tahun 2015 adalah ditetapkan
sebesar Rp2.337.664.680.000,- naik Rp622.781.533.777,- atau 36,31% dari
realisasi tahun 2014 yang sebesar Rpl.714.883.146.223,-. Seperti dijelaskan
sebelumnya bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maka belanja
daerah diklasifikasikan berdasarkan berdasarkan kelompok belanja dan urusan
pemerintahan daerah.

Berdasarkan kelompok belanja maka belanja daerah diklasifikasikan ke
dalam belanja tidak langsung dan belanja langsung. Berdasarkan klasifikasi
tersebut maka jumlah anggaran belanja tidak langsung adalah
Rp1.398.545.170.000,- yang terdiri dari belanja pegawai Rp1.156.297.556.000,-
belanja bunga Rp60.000.000,-, belanja hibah Rp9.252.000.000,-, belanja
bantuan  sosial Rp23.626.400.000,-, belanja  bagi hasil  kepada
provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa Rp8.241.333.000,-belanja bantuan
keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik
Rp197.067.881.000,-, dan belanja tidak terduga Rp4.000.000.000,-.

Anggaran belanja langsung Rp939.119.510.000,- terdiri dari belanja
pegawai Rp84.161.052.000,-, belanja barang dan jasa Rp436.044.193.000,- dan
belanja modal Rp418.914.265.000,-.

Berdasarkan klasifikasi urusan pemerintahan daerah maka belanja
daerah terdiri dari belanja urusan wajib Rp2.256.770.012.000.00,- dan urusan
pilihan Rp80.894.668.000,00,-. Rincian anggaran belanja berdasarkan urusan
pemerintahan pada setiap Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) ditunjukkan
dalam tabel berikut ini :
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ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN URUSAN WAJIB DAN PILIHAN

TAHUN 2015

No. URUSAN ANGGARAN
Rp

Urusan Wajib :
1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 940.342.207.000
2 Dinas Kesehatan 159.935.331.000
3 RSUD Dr. Soeselo Slawi 192.560.615.000
4 RSUD Suradadi 25.545.035.000
5 Dinas Pekerjaan Umum 304.048.005.000
6 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 9.414.468.000
7 Dinas Perhubungan, Komunikasi & Informatika 18.399.311.000
8 Badan Lingkungan Hidup 7.967.849.000
9 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 7.311.272.000
10 Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB 15.430.822.000
11 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 16.991.990.000
12 Dinas Koperasi, UKM dan Pasar 35.516.134.000
13 Kantor Penanaman Modal 2.444.310.000
14 Kantor Kesatuan Bangsa , Politik dan Perlindungan

Masyarakat 2.730.129.000
15 Satuan Polisi Pamong Praja 7.795.602.000
16 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 764.188.000
17 Sekretariat Daerah 29.947.428.000
18 Sekretariat DPRD 20.842.991.000
19 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 11.348.784.000
20 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah 360.419.975.000
21 Badan Kepegawaian Daerah 8.847.407.000
22 Inspektorat Daerah 5.067.788.000
23 Badan Pelayanan Perijinan Terpadu 2.945.052.000
24 Kantor Camat Adiwerna 2.717.618.000
25 Kantor Camat Balapulang 2.235.581.000
26 Kantor Camat Bojong 2.177.057.000
27 Kantor Camat Bumijawa 2.329.826.000
28 Kantor Camat Dukuhturi 3.579.249.000
29 Kantor Camat Dukuhwaru 2.394.202.000
30 Kantor Camat Jatinegara

1.778.501.000
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No. URUSAN ANGGARAN
Rp
31 Kantor Camat Kd.Banteng 1.703.302.000
32 Kantor Camat Kramat 2.345.817.000
33 Kantor Camat Lebaksiu 2.204.434.000
34 Kantor Camat Margasari 3.476.423.000
35 Kantor Camat Pagerbarang 2.172.673.000
36 Kantor Camat Pangkah 2.532.424.000
37 Kantor Camat Slawi 1.742.547.000
38 Kantor Camat Suradadi 2.019.093.000
39 Kantor Camat Talang 2.505.675.000
40 Kantor Camat Tarub 2.303.501.000
41 Kantor Camat Warureja 2.022.861.000
42 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 4.526.836.000
43 Kantor Kelurahan Dampyak 1.498.317.000
44 Kantor Kelurahan Kagok 1.564.271.000
45 Kantor Kelurahan Kudaile 1.395.700.000
46 Kantor Kelurahan Pakembaran 1.356.165.000
47 Kantor Kelurahan Procot 1.296.416.000
48 Kantor Kelurahan Slawi Wetan 1.291.542.000
49 Kantor Ketahanan Pangan 2.195.430.000
50 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 10.305.954.000
51 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 2.481.904.000
Sub Jumlah 2.256.770.012.000
Urusan Pilihan :

52 Dinas Tanbunhut 32.772.453.000

53 Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan
Kehutanan 12.938.502.000
54 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 14.250.155.000
55 Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan 11.569.303.000
56 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 9.364.255.000
Sub Jumlah 80.894.668.000
Jumlah 2.337.664.680.000

Dalam Laporan Realisasi Anggaran sesuai dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual Pada Pemerintah
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Daerah maka anggaran belanja daerah pada APBD tahun 2015 sebesar
Rp2.132.355.466.000,- naik Rp488.115.907.596,- atau 29,68% dari realisasi
tahun 2014 yang sebesar Rpl1.644.239.558.404,-. Anggaran belanja daerah
diklasifikasikan dalam (1) Belanja Operasi yang terdiri dari belanja pegawai,
belanja barang, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja
bantuan keuangan (2) Belanja Modal (3) Belanja tak terduga yang dialokasikan
dalam rangka penanganan bencana alam dan bencana sosial yang tidak dapat
diperkirakan sebelumnya (4) Transfer (Tansfer bagi hasil ke desa).

Berdasarkan klasifikasi tersebut belanja operasi dianggarkan sebesar
Rp1.709.441.201.000,-  yang  terdiri dari  belanja pegawai
Rp1.181.340.876.050,-, belanja barang dan jasa Rp396.336.670.546,-, belanja
bunga Rp60.000.000,-, belanja hibah Rp108.077.254.404,-, bantuan sosial
Rp23.626.400.000,- Belanja modal dianggarkan sebesar Rp418.914.256.000,-
yang terdiri dari belanja tanah Rp14.748.352.000,-, belanja peralatan dan mesin
Rp105.122.078.778,-, belanja bangunan dan gedung Rpl134.576.096.322,-,
belanja jalan, irigasi dan jaringan Rp157.939.165.400,-, serta belanja aset tetap
lainnya Rp6.528.572.500,-.

Belanja tidak terduga dianggarkan sebesar Rp4.000.000.000,-

c. Anggaran Transfer
Untuk anggaran transfer daerah tahun 2015 dianggarkan sebagai
berikut :

1) Transfer bagi hasil pendapatan Rp8.241.333.000,- terdiri dari transfer
bagi hasil pajak daerah Rp6.352.932.800,- dan transfer bagi hasil
pendapatan lainnya Rp1.888.400.200,-.

2) Transfer bantuan keuangan Rp 197.067.881.000,- terdiri dari transfer
bantuan keuangan ke desa Rp195.998.977.000,- dan transfer bantuan
keuangan lainnya Rp1.068.904.000,-

d. Anggaran Pembiayaan
Untuk anggaran pembiayaan daerah tahun 2015 dapat dijelaskan sebagai
berikut:

1) Penerimaan pembiayaan Rp263.375.234.000,- terdiri dari SiLPA tahun
anggaran sebelumnya Rp263.375.234.000,-

2) Pengeluaran pembiayaan Rp13.868.688.000,- terdiri dari penyertaan
modal (investasi) pemerintah daerah Rp13.500.000.000,- dan
pembayaran pokok hutang Rp368.688.000,-.

e. Berdasarkan kondisi tersebut maka anggaran pembiayaan netto adalah

Rp249.506.546.000,- dan sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) tahun

berkenaan Rp0,-.
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BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan

a. Anggaran Pendapatan
Anggaran pendapatan daerah dalam perubahan APBD tahun 2015
direncanakan sebesar 2.088.158.134.000,- sedangkan realisasinya adalah
Rp2.097.095.623.983,- sehingga terdapat kelebihan sebesar
Rp8.937.489.983,- atau 0,43%, dengan rincian sebagai berikut :

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) dianggarkan sebesar
Rp280.411.781.000,- dengan realisasi sesesar Rp304.000.970.135,
sehingga terdapat selisih lebih sebesar Rp23.589.189.135,- atau 8,41%,
terdiri dari:

a) Pendapatan pajak daerah dianggarkan Rp65.256.000.000,- yang
tercalisasi sebesar Rp64.737.082.699,- sehingga terdapat selisih
lebih sebesar Rp518.917.301,- atau 0,80%.

b) pendapatan retribusi daecrah Rp19.772.202.000,- yang tercalisasi
sebesar Rp18.220.835.174,- sehingga terdapat selisih kurang
sebesar Rp1.551.366.826,- atau 7,85%.

¢) pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
Rp9.124.072.000,- yang terealisasi sebesar Rp9.236.793.181,-
schingga terdapat selisih lebih sebesar Rp112.721.181,- atau
1,24%.

d) lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Rp186.259.507.000,-
yang terealisasi sebesar Rp211.806.259.081,- sehingga terdapat
selisih lebih sebesar Rp25.546.752.081,- atau 13,72%.

2) Pendapatan transfer dianggarakan sebesar Rp1.801.629.341.000,- dengan
realisasi sesesar Rp1.787.067.853.123,- sehingga terdapat selisih kurang
sebesar Rp14.561.487.877,- atau 0,81%, terdiri dari:

a) Transfer pemerintah pusat - dana perimbangan
Rp1.213.149.797.000,- yang terealisasi sebesar
Rp1.186.593.271.696,- sehingga terdapat selisih kurang sebesar
Rp26.556.525.304,- atau 2,19%, yang berasal dari :

i. Dana  bagi  hasil pajak  dianggarkan  sebesar
Rp40.170.530.000,-, terealisasi sebesar Rp31.353.191.350,-
sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp8.817.338.650,-
atau 21,95%

ii. Dana  bagi  hasil SDA  dianggarkan sebesar
Rp1.818.404.000,-, terealisasi sebesar Rpl1.201.531.346
sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp616.872.654,-
atau 33,92%
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sebesar
sesesar

iii. Dana Alokasi Umum (DAU) dianggarkan
Rp1.085.549.293.000,- tercaliasai
Rp1.085.549.293.00 atau 100%.

iv. Dana Alokasi Khusus dianggarkan Rp85.611.570.000,-.
Teralisasi sebesar Rp68.489.256.000,- sehingga terdapat
selisih kurang sebesar Rp17.122.314.000,- atau 20%.

b) Transfer pemerintah pusat - lainnya dianggarkan sebesar
Rp431.800.140.000,- yang berupa dana penyesuaian, terealisasi
sebesar Rp432.507.640.000,- schingga terdapat selisih lebih
sebesar Rp707.500.000,- atau 0,16%

¢) Transfer pemerintah provinsi yang berasal dari pendapatan bagi
hasil pajak sebesar Rp106.895.678.000,- terealisasi sebesar
Rp140.539.246.605,- sehingga terdapat selisih lebih sebesar
Rp33.643.568.005,- atau 31,47%.

d) Bantuan keuangan yang merupakan bantuan keuangan dari
Pemerintah Daerah Provinsi Rp49.783.726.00,- terealisasi sebesar
Rp27.427.695.422,-,- sehingga terdapat selisih kurang sebesar
Rp22.356.030.578,- atau 44,91%

e) Lain-lain pendapatan yang sah, yang berasal dari pendapatan hibah
Rp6.117.012.000,-, terealisasi sebesar Rp6.026.800.725,- sehingga
terdapat selisih kurang sebesar Rp90.211.275,- atau 1,47%

Realisasi pencapaian target kinerja pendapatan menurut urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan urusan wajib dan pilihan pada setiap
Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) disajikan secara ringkas pada tabel
realisasi pendapatan :

REALISASI PENDAPATAN BERDASARKAN URUSAN WAJIB DAN PILIHAN

TAHUN 2015
ANGGARAN REALISASI LEBIH/(KURANG)
No. URUSAN Rp Rp Rp %
Urusan Wajib
1 Dinas Pendidikan, Pemuda
Dan Olahraga 274.000.000,00 801.185.632,00 527.185.632,00 | 192,40
2 Dinas Kesehatan 55.229.898.000,00 |  55.681.426.426,00 |  451.528.426,00 0,82
3 Rumah Sakit Umum Dr.
Soeselo Slawi 100.000.000.000,00 | 109.646.649.493,00 | 9.646.649.493,00 9,65
4 RSUD Suradadi 7.750.000.000,00 8.574.962.663,00 824.962.663,00 | 1064
5 Dinas Pekerjaan Umum 502.217.000,00 1.219.665.890,00 717.448.890,00 | 14286
6 Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah 45.337.855,00 45.337.855,00
7 Dinas Perhubungan,
Komunikasi & Informatika 5.104.467.000,00 3.246.958.964,00 | (1.857.508.036,00) | (36,39)
8 Badan Lingkungan Hidup
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ANGGARAN REALISASI LEBIH/(KURANG)
No. URUSAN Rp Rp Rp %
9 Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil - 1.809.474.500,00 1.809.474.500,00
10 | Badan PP Dan kB - 4.800.000,00 4.800.000,00
11 Dinas Sosial, Tenaga Kerja
dan Transmigrasi 881.000,00 17.250.000,00 16.369.000,00 | 1.858,00
12 Dinas Koperasi, UKM dan
Pasar 4.150.000.000,00 4.462.081.850,00 312.081.850,00 7,52
13 Kantor Penanaman Modal ) 4.718.100,00 4.718.100,00
Kantor Kesatuan Bangsa ,
14 Politik dan Perlindungan
Masyarakat - 14.389.300,00 14.389.300,00
15 Satuan Polisi Pamong Praja ) ) )
16 Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah - - -
17| Sekretariat Daerah : 67.221.489,00 67.221.489,00
18 | Sekretariat DPRD : 247.804.850,00 |  247.804.850,00
Dewan Perwakilan Rakyat
19
Daerah - - -
Dinas Pendapatan,
20 Pengelolaan Keuangan dan (0,20)
Aset Daerah 1.905.085.677.000,00 | 1.901.188.505.095,00 | (3.897.171.905,00) ’
21 Badan Kepegawaian Daerah ) ) )
22 Inspektorat Daerah )
23 Badan Pelayanan Perijinan
Terpadu 2.701.628.000,00 2.855.059.578,00 153.431.578,00 5,68
24 Kantor Camat Adiwerna )
25 Kantor Camat Balapulang )
26 Kantor Camat Bojong )
27 Kantor Camat Bumijawa ) ) )
28 Kantor Camat Dukuhturi ) 37.045.036,00 37.045.036,00
29 Kantor Camat Dukuhwaru ) 1.290.500,00 1.290.500,00
30 Kantor Camat Jatinegara )
31 Kantor Camat Kd.Banteng )
32| Kantor Camat Kramat : 8.728.124,00 8.728.124,00
33 Kantor Camat Lebaksiu ) 3.817.165,00 3.817.165,00
34 Kantor Camat Margasari )
35 Kantor Camat Pagerbarang ) 3.849.220,00 3.849.220,00
36 Kantor Camat Pangkah )
37 Kantor Camat Slawi )
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ANGGARAN REALISASI LEBIH/(KURANG)
No. URUSAN Rp Rp Rp %
38 Kantor Camat Suradadi )
39 Kantor Camat Talang ) ) )
40 | Kantor Camat Tarub : 1.705.832,00 1.705.832,00
41 Kantor Camat Warureja )
42 Badan Penanggulangan
Bencana Daerah - 6.130.951,00 6.130.951,00
43 Kantor Kelurahan Dampyak 30.720.000,00 30.720.000,00 ) )
44 | Kantor Kelurahan Kagok 60.000.000,00 60.000.000,00 ; .
45 | Kantor Kelurahan Kudaile 18.720.000,00 32.920.000,00 14.200.000,00 75,85
46 Kantor Kelurahan
Pakembaran - 863.128,00 863.128,00
47 Kantor Kelurahan Procot )
48 Kantor Kelurahan Slawi
Wetan 73.500.000,00 79.250.000,00 5.750.000,00 7,82
49 Kantor Ketahanan Pangan ) 1.137.290,00 1.137.290,00
50 Badan Pemberdayaan
Masyarakat Dan Desa - 2.004.000,00 2.004.000,00
51 Kantor Perpustakaan dan
Arsip Daerah -
Sub Jumlah 2.080.981.708.000,00 | 2.090.156.952.931,00 | 9.175.244.931,00 0,44
Urusan Pilihan :
52 | Dinas Tanbunhut 24.125.000,00 24.992.923,00 867.923,00 3,60
Badan Pelaksana
53 Penyuluhan Pertanian,
Perikanan dan Kehutanan - 6.942.500,00 6.942.500,00
54 Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan 6.500.000.000,00 6.468.068.256,00 (31.931.744,00) (0,49)
55 Dinas Kelautan, Perikanan,
dan Peternakan 427.247.000,00 195.835.842,00 (231.411.158,00) (54,16)
56 Dinas Perindustrian dan
Perdagangan 225.054.000,00 242.831.531,00 17.777.531,00 7,90
Sub Jumlah 7.176.426.000,00 6.938.671.052,00 | (237.754.948,00) |  (3,31)
Jumlah
2.088.158.134.000,00 | 2.097.095.623.983,00 8.937.489.983,00 0,43

b. Anggaran Belanja
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, anggaran belanja daerah
dalam APBD tahun 2015 ditetapkan sebesar Rp2.337.664.680.000,- sedangkan
realisasinya adalah sebesar Rp1.934.297.115.658,- sechingga terdapat selisih
kurang sebesar Rp403.367.564.342,- atau 17,26%. Kekurangan tersebut antara
lain disebabkan adanya efisiensi dalam penggunaan anggaran belanja disamping
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ada beberapa kegiatan yang belum tuntas pelaksanaannya sampai akhir tahun
2015 sehingga harus dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maka belanja daerah
diklasifikasikan berdasarkan urusan pemerintahan daerah dan berdasarkan
kelompok belanja.

Berdasarkan kelompok belanja maka belanja daerah diklasifikasikan ke

dalam belanja tidak langsung dan belanja langsung.

1) Belanja tidak langsung dianggarkan sebesar Rp1.398.545.170.000,- dengan
realisasi sebesar Rp1.280.476.225.911,- sehingga terdapat selisih kurang
sebesar Rp118.068.944.089,- atau 8,44%, yang terdiri dari

a) Belanja pegawai sebesar Rpl1.156.297.556.000,- dengan realisasi
sebesar Rp1.044.662.759.749,- sehingga terdapat selisih kurang
sebesar Rp14.561.487.877,- atau 9,65%,

b) Belanja bunga sebesar Rp60.000.000,-, dengan realisasi sesesar
Rp10.570.714,- sehingga terdapat selisih kurang sebesar
Rp49.429.2868,- atau 82,38%,

¢) Belanja hibah sebesar Rp9.252.000.000,-, dengan realisasi sesesar
Rp6.330.991.077,- sehingga terdapat selisih kurang sebesar
Rp2.921.008.923,- atau 31,57%,

d) Belanja bantuan sosial Rp23.626.400.000,- dengan realisasi sesesar
Rp22.545.360.000,- sehingga terdapat selisih kurang sebesar
Rp1.081.040.000,- atau 45,75%,

¢) Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah
desa sebesar Rp8.241.333.000,- dengan realisasi sebesar
Rp7.736.422.556,- sehingga terdapat selisih kurang sebesar
Rp504.910.444,- atau 4,58%,

f) Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota,
Pemerintah Desa dan Partai Politik sebesar Rp197.067.881.000,-,
dengan realisasi sebesar Rp196.884.671.815,- sehingga terdapat
selisih kurang sebesar Rp1.694.550.000,- atau 0,09%,

g) Belanja tidak terduga sebesar Rp4.000.000.000,-. dengan realisasi
sebesar Rp2.305.450.000,- sehingga terdapat selisih kurang sebesar
Rp1.694.550.000,- atau 42,36%,

2) Belanja langsung dianggarkan sebesar Rp939.119.510.000,- dengan
realisasi sebesar Rp653.820.889.747,- sehingga terdapat selisih kurang
sebesar Rp285.298.620.253,- atau 30,38%, yang terdiri dari

a) Belanja pegawai sebesar Rp84.161.052.000,-, dengan realisasi
sebesar Rp74.666.921.480,- sechingga terdapat selisih kurang sebesar
Rp9.494.130.520,- atau 11,28%

b) Belanja barang dan jasa sebesar Rp436.044.193.000,- dengan
realisasi sebesar Rp323.946.279.965,- sehingga terdapat selisih
kurang sebesar Rp112.097.913.035,- atau 25,71%
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c) Belanja modal sebesar Rp418.914.265.000,- dengan realisasi sebesar
Rp255.207.688.302,- sehingga terdapat selisih kurang sebesar

Rp163.706.576.698,- atau 39,08%

Berdasarkan klasifikasi urusan pemerintahan daerah maka belanja
daerah terdiri dari belanja urusan wajib sebesar Rp2.051.460.798.000.00,-
dengan realisasi sebesar Rpl1.675.795.609.092,-,- schingga terdapat selisih
kurang sebesar Rp375.665.188.908,- atau 18,31%, dan urusan pilihan sebesar
Rp80.894.668.000,00,- dengan realisasi sebesar Rp53.880.412.195,- schingga
terdapat selisih kurang sebesar Rp27.014.255.805,- atau 33,39%. Rincian
anggaran belanja berdasarkan urusan pemerintahan pada setiap Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) ditunjukkan dalam tabel berikut ini :

REALISAS| BELANJA BERDASARKAN URUSAN WAJIB DAN PILIHAN

TAHUN 2015
No. URUSAN ANGGARAN REALISASI Lebih / (Kurang)
Rp Rp Rp %

Urusan Wajib :
1 Dinas Pendidikan, Pemuda

dan Olah Raga 940.342.207.000,00 |  799.175.614.052,00 | (141.166.592.948,00) | (15,01)
2 Dinas Kesehatan 159.935.331.000,00 | 133.812.166.978,00 | (26.123.164.022,00) | (16,33)
3 RSUD Dr. Soeselo Slawi 192.560.615.000,00 |  159.339.129.169,00 | (33.221.485.831,00) | (17,25)
4 RSUD Suradadi 25.545.035.000,00 |  24.148.952.087,00 |  (1.396.082.913,00) | (5,47)
5 Dinas Pekerjaan Umum 304.048.005.000,00 |  165.795.012.431,00 | (138.252.992.569,00) | (45,47)
6 Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah 9.414.468.000,00 8.978.760.347,00 (435.707.653,00) | (4,63)
7 Dinas Perhubungan,

Komunikasi & Informatika 18.399.311.000,00 |  17.387.471.853,00 |  (1.011.839.147,00) | (5,50)
8 Badan Lingkungan Hidup 7.967.849.000,00 7.246.409.088,00 (721.439.912,00) | (9,05)
9 Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil 7.311.272.000,00 6.276.724.524,00 |  (1.034.547.476,00) | (14,15)
10 Badan Pemberdayaan

Perempuan dan KB 15.430,822.000,00 |  14.995.975.974,00 (434.846.026,00) | (2,82)
1 Dinas Sosial, Tenaga Kerja

dan Transmigrasi 16.991.990.000,00 |  15.909.128.336,00 |  (1.082.861.664,00) | (6,37)
12 Dinas Koperasi, UKM dan

Pasar 35.516.134.000,00 |  33.590.393.509,00 |  (1.925.740.491,00) | (5.42)
13| Kantor Penanaman Modal 2.444.310.000,00 2.314.904.816,00 (129.405.184,00) | (5,29)

Kantor Kesatuan Bangsa ,
14 Politik dan Perlindungan (16,35)

Masyarakat 2.730.129.000,00 2.283.661.846,00 (446.467.154,00) | (16
15 | Satuan Polisi Pamong Praja 7.795.602.000,00 6.109.169.380,00 |  (1.686.432.620,00) | (21,63)
16 Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah 764.188.000,00 758.288.835,00 (5.899.165,00) | (0,77)
17| Sekretariat Daerah 29.047.428.000,00 |  23.860.645.367,00 |  (6.086.782.633,00) | (20,32)
18 | Sekretariat DPRD 20.842.991.000,00 |  18.689.369.163,00 |  (2.153.621.837,00) | (10,33)
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Lebih / (Kurang)

No. URUSAN ANGGARAN REALISASI
Rp Rp Rp %

19 Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah 11.348.784.000,00 |  10.855.793.692,00 (492.990.308,00) | (4,34)

Dinas Pendapatan,
20 Pengelolaan Keuangan dan (3,06)

Aset Daerah 360.419.975.000,00 | 349.371.200.881,00 | (11.048.774.189,00) | &
21 Badan Kepegawaian Daerah 8.847.407.000,00 8.233.184.282,00 (614.222.718,00) | (6,94)
22 Inspektorat Daerah 5.067.788.000,00 4.712.302.403,00 (355.485.597,00) | (7,01)
23 Badan Pelayanan Perijinan

Terpadu 2.945.052.000,00 2.766.618.628,00 (178.433.372,00) | (6,06)
24 | Kantor Camat Adiwerna 2.717.618.000,00 2.588.823.441,00 (128.794.559,00) (4,74)
25 | Kantor Camat Balapulang 2.235.581.000,00 2.110.011.099,00 (125.569.901,00) | (5.62)
26 | Kantor Camat Bojong 2.177.057.000,00 2.093.637.706,00 (83.419.294,00) | (3,83)
27 Kantor Camat Bumijawa 2.329.826.000,00 2.263.292.391,00 (66.533.609,00) | (2,86)
28 | Kantor Camat Dukuhturi 3.579.249.000,00 3.253.113.006,00 (326.135.994,00) | (9,11)
29 | Kantor Camat Dukuhwaru 2.394.202.000,00 2.342.215.567,00 (51.986.433,00) | (2,17)
30 | Kantor Camat Jatinegara 1.778.501.000,00 1.731.766.113,00 (46.734.887,00) | (2,63)
31 Kantor Camat Kd Banteng 1.703.302.000,00 1.591.003.590,00 (112.298.410,00) | (6,59)
32 | Kantor Camat Kramat 2.345.817.000,00 2.311.989.925,00 (33.827.075,00) | (1,44)
33 Kantor Camat Lebaksiu 2.204.434.000,00 2.148.266.553,00 (56.167.447,00) | (2,55)
34 | Kantor Camat Margasari 3.476.423.000,00 2.782.057.473,00 (694.365.527,00) | (19,97)
35 | Kantor Camat Pagerbarang 2.172.673.000,00 2.052.016.597,00 (120.656.403,00) | (5,55)
36 | Kantor Camat Pangkah 2.532.424.000,00 2.366.998.678,00 (165.425.322,00) | (6,53)
37 | Kantor Camat Slawi 1.742.547.000,00 1.672.905.800,00 (69.641.200,00) | (4,00)
38 | Kantor Camat Suradadi 2.019.093.000,00 1.906.385.192,00 (112.707.808,00) | (5.,58)
39 Kantor Camat Talang 2.505.675.000,00 2.326.096.415,00 (179.578.585,00) | (7,17)
40 | Kantor Camat Tarub 2.303.501.000,00 2.113.032.293,00 (190.468.707,00) | (8,27)
41 Kantor Camat Warureja 2.022.861.000,00 1.968.046.363,00 (54.814.637,00) | (2,71)
42 Badan Penanggulangan

Bencana Daerah 4.526.836.000,00 3.933.301.523,00 (593.534.477,00) | (13,11)
43 | Kantor Kelurahan Dampyak 1.498.317.000,00 1.397.950.543,00 (100.366.457,00) | (6,70)
44 Kantor Kelurahan Kagok 1.564.271.000,00 1.461.216.563,00 (103.054.437,00) | (6,59)
45 | Kantor Kelurahan Kudaile 1.395.700.000,00 1.201.549.503,00 (194.150.497,00) | (13,91)
46 Kantor Kelurahan

Pakembaran 1,356.165.000,00 1.269.458.539,00 (86.706.461,00) | (6,39)
47| Kantor Kelurahan Procot 1.296.416.000,00 1.243.165.056,00 (53.250.944,00) | (4,11)
48 Kantor Kelurahan Slawi

Wetan 1.291.542.000,00 1.249.429.991,00 (42.112.009,00) | (3,26)
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No. URUSAN ANGGARAN REALISASI Lebih / (Kurang)
Rp Rp Rp %
49 | Kantor Ketahanan Pangan 2.195.430.000,00 2.014.573.156,00 (180.856.844,00) | (8,24)
50 Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa 10.305.954.000,00 8.244.489.905,00 |  (2.061.464.095,00) | (20,00)
51 Kantor Perpustakaan dan
Arsip Daerah 2.481.904.000,00 2.169.032.841,00 (312.871.159,00) | (12,61)
Sub Jumlah 2.256.770.012.000,00 | 1.675.795.609.092,00 | (375.665.188.908,00) | (18,31)
Urusan Pilihan :
52 Dinas Tanbunhut 32.772.453.000,00 9.999.185.067,00 | (22.773.267.933,00) | (69,49)
Badan Pelaksana
53 Penyuluhan Pertanian, (1,19)
Perikanan dan Kehutanan 12.938.502.000,00 |  12.784.309.148,00 (154.192.852,00) | "’
54 Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan 14.250.155.000,00 |  13.544.940.279,00 (705.214.721,00) | (4,95)
55 Dinas Kelautan, Perikanan,
dan Peternakan 11.569.303.000,00 |  10.433.488.353,00 | (1.135.814.647,00) | (9,82)
56 Dinas Perindustrian dan
Perdagangan 9.364.255.000,00 7.118.489.348,00 |  (2.245.765.652,00) | (23,98)
Sub Jumlah 80.894.668.000,00 |  53.880.412.195,00 | (27.014.255.805,00) | (33,39)
Jumlah 2.337.664.680.000,00 | 1.934.297.115.658,00 | (403.367.564.342,00) | (17,25)

Dalam Laporan Realisasi Anggaran sesuai dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
(SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual Pada
Pemerintah Daerah maka anggaran belanja daerah pada APBD tahun 2015
sebesar Rp2.132.355.466.000,- sedangkan realisasinya adalah sebesar
Rp1.729.676.021.287,-  sehingga  terdapat  selisth  kurang  sebesar
Rp402.679.444.713,- atau 18,88% yang diklasifikasikan ke dalam belanja
operasi, belanja modal dan belanja tak terduga.

1) Belanja operasi dianggarkan sebesar Rp1.709.441.201.000,- dengan
realisasi sebesar Rp1.472.162.882.985,- sehingga terdapat selisih kurang
sebesar Rp237.278.318.015,- atau 13,88%, yang terdiri dari :

a) Belanja  pegawai dianggarkan sebesar Rpl.181.340.876.050,-,
dengan realisasi sebesar Rp1.065.429.884.593,- sehingga terdapat
selisih kurang sebesar Rp115.910.991.457,- atau 98,11%,

b) Belanja barang dan jasa dianggarkan sebesar Rp396.336.670.546,-,
dengan realisasi sebesar Rp333.743.691.047,- schingga terdapat
selisih kurang sebesar Rp62.592.979.499,- atau 15,79%,

c) Belanja bunga dianggarkan sebesar Rp60.000.000,-, dengan realisasi
sebesar Rp10.570.714,- sehingga terdapat selisih kurang sebesar
Rp49.429.286,- atau 82,38%,
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d) Belanja hibah dianggarkan sebesar Rp108.077.254.404,-, dengan
realisasi sebesar Rp50.433.376.631,- schingga terdapat selisih kurang
sebesar Rp57.643.877.773,- atau 53,34%,

e) Bantuan sosial dianggarkan sebesar Rp23.626.400.000,- dengan
realisasi sebesar Rp22.543.360.000,- schingga terdapat selisih kurang
sebesar Rp1.081.040.000,- atau 4,58%.

2) Belanja modal dianggarkan sebesar Rp418.914.256.000,- dengan realisasi
sebesar Rp255.207.688.302,- schingga terdapat selisih kurang sebesar
Rp163.706.567.698,- atau 39,08%, yang terdiri dari :

a) Belanja modal tanah dianggarkan sebesar Rp14.748.352.000,-, dengan
realisasi sebesar Rp9.604.822.484,- sehingga terdapat selisih kurang
sebesar Rp5.143.529.516,- atau 34,88%.

b) Belanja modal peralatan dan mesin dianggarkan sebesar
Rp105.122.078.778,-, dengan realisasi sebesar Rp84.999.197.448,-
sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp20.122.881.330,- atau
19,14%.

c) Belanja modal bangunan dan gedung dianggarkan sebesar
Rp134.576.096.322,- dengan realisasi sebesar Rp91.885.644.369,-
sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp42.690.451.953,- atau
31,72%.

d) Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan dianggarkan sebesar
Rp157.939.165.400,- dengan realisasi sebesar Rp63.675.855.489,-
sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp94.263.309.911,- atau
59,68%,

e) Belanja modal aset tetap lainnya dianggarkan sebesar
Rp6.528.572.500,- dengan realisasi sebesar Rp5.042.168.512,-
sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rpl.486.403.988,- atau
22,77%,

3) Belanja tidak terduga dianggarkan sebesar Rp4.000.000.000,- dengan
realisasi sebesar Rp2.305.450.000,- sehingga terdapat selisih kurang
sebesar Rp1.694.550.000,- atau 42,36%,

c. Anggaran Transfer

Transfer dalam APBD Kabupaten Tegal tahun 2015 dianggarkan sebesar
Rp205.309.214.000,- sedangkan realisasinya adalah sebesar
Rp204.621.094.371,- sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp688.119.629,-
atau 0,34% . Transfer terdiri dari transfer bagi hasil pendapatan dan transfer
bantuan keuangan.

1) Transfer bagi hasil pendapatan dianggarkan sebesar Rp8.241.333.000,-
dengan realisasi sebesar Rp7.736.422.556,- sechingga terdapat selisih kurang
sebesar Rp504.910.444,- atau 6,13%, terdiri dari :
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a) Transfer bagi hasil pajak daerah sebesar Rp6.352.932.800,- dengan
realisasi sebesar Rp5.875.620.126,- sehingga terdapat selisih kurang
sebesar Rp477.312.674,- atau 7,51%,

b) Transfer bagi hasil pendapatan lainnya sebesar Rp1.888.400.200,-
dengan realisasi sebesar Rp1.860.802.430,- schingga terdapat selisih
kurang sebesar Rp27.597.770,- atau 1,46%,

2) Transfer bantuan keuangan dianggarkan sebesar Rp 197.067.881.000,-
dengan realisasi sebesar Rp196.884.671.815,- sehingga terdapat selisih
kurang sebesar Rp183.209.185,- atau 0,09%, terdiri dari :

a) Transfer bantuan keuangan ke desa sebesar Rp195.998.977.000,-
dengan realisasi sebesar Rpl195.998.976.991,- schingga terdapat
selisih kurang sebesar Rp9,- atau 0%,

b) Transfer bantuan keuangan lainnya sebesar Rp1.068.904.000,- dengan
realisasi sebesar Rp885.694.824,- sehingga terdapat selisih kurang
sebesar Rp183.209.176,- atau 17,14%,

d. Anggaran Pembiayaan
Untuk realisasi anggaran pembiayaan daerah tahun 2015 dapat
dijelaskan sebagai berikut:

1) Penerimaan pembiayaan dianggarkan sebesar Rp263.375.234.000,-
dengan realisasi sebesar Rp263.448.674.165,- sehingga terdapat selisih
kurang sebesar Rp73.440.165,- atau 0,03%, yang terdiri dari :

a) Penggunaan  SiLPA  tahun anggaran  sebelumnya  sebesar
Rp263.375.234.000,- dengan realisasi sebesar Rp263.255.866.829,-
sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp119.367.171,- atau 0,057%,

b) Penerimaan kembali piutang tidak dianggarkan tetapi terdapat realisasi
sebesar Rpl192.807.336,- sehingga terdapat selisih lebih sebesar
Rp192.807.336,-.

2) Pengeluaran pembiayaan dianggarkan sebesar Rp13.868.688.000,- dengan
realisasi sebesar Rp13.618.633,202,- schingga terdapat selisih kurang
sebesar Rp250.054.798,- atau 1,80%, terdiri dari :

a) Penyertaan modal/investasi pemerintah daerah sebesar
Rp13.500.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp13.500.000.000,- atau
100%,

b) Pembayaran pokok hutang sebesar Rp368.688.000,- dengan realisasi
sebesar Rp118.633.202,- sehingga terdapat selisih kurang sebesar
Rp250.054.798,- atau 67,82%,

Berdasarkan kondisi tersebut maka anggaran pembiayaan netto yang
dianggarkan sebesar Rp249.509.546.000,- terdapat realisasi sebesar
Rp249.830.040.963,- schingga terdapat selisih lebih sebesar Rp320.494.963,-
atau 0,13%.

Sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) tahun 2015 sebesar Rp
412.628.549.288,- yang merupakan selisih antara realisasi penerimaan
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pembiayaan sebesar Rp263.448.674.165,- dengan realisasi pengeluaraan
pembiaayan sebesar Rp13.618.633.202,-.

3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang Telah
Ditetapkan

Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah

ditetapkan secara umum adalah sebagai berikut :

a.

Adanya ketentuan yang mengatur persayaratan bagi penerima bansos/hibah
adalah organisasi yang telah berbadan hukum dengan legalitas dari Kementerian
Hukum dan HAM, sehingga dana bansos/hibah tidak dapat terserap secara
maksimal.

Dalam persiapan pelaksanaan kegiatan fisik ditemui banyak kendala,
diantaranya adanya perubahan standar analis pekerjaan, RAB dan Gambar yang
penyelesaiaannya belum tepat waktu dikarenakan terbatasnya jumlah SDM yang
ada di Dinas PU.

Dalam pelaksanaan lelang, terdapat beberapa paket pekerjaan yang harus
dilaksanakan lelang ulang, bahkan ada yang gagal lelang.

Keterbatasan peralatan-peralatan berat, sementara kegiatan yang harus
dilaksanakan jumlahnya cukup banyak.

Adanya pekerjaan yang belum terbayarkan sampai dengan berakhirnya tahun
anggaran, dikarenakan belum lengkapnya persyaratan administrasi dalam
mengajukan pembayaran, keterlambatan pengajuan persyaratan pembayaran,
serta adanya pekerjaan yang belum terselesaikan.

Adanya penyetoran kembali ke kas daerah oleh bendaharawan pengeluaran
yang melebihi tahun anggaran.

Penyampaian SPJ dana Bos yang tidak tepat waktu dari sekolah penerima dana
BOS.

Penyampaian pertanggungjawaban penggunaan dana desa yang tidak tepat
waktu dari desa penerima dana desa.
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4.1.

4.2.

BAB 1V
KEBIJAKAN AKUNTANSI

Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola
anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan
menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya.
Dalam hal ini yang dimaksud entitas akuntansi adalah Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) .

Entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu
atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan
keuangan yang bertujuan umum. Dalam hal ini yang dimaksud entitas pelaporan
adalah pemerintah daerah, dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah
atau organisasi lainnya (SKPD, SKPKD, BLUD).

Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Daerah.

Penyusunan Laporan Keuangan Daerah menggunakan 2 (dua) basis
akuntansi, yaitu Basis Kas dan Basis Akrual.

Basis kas dipergunakan untuk menyusun laporan pelaksanaan anggaran
(budgetary report) yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL). Penggunaan basis kas
dikarenakan anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas. Penyusunan
LRA menggunakan basis kas, berarti bahwa pendapatan-LRA dan penerimaan
pembiayaan diakui pada saat kas diterima di rekening Kas Umum Daerah atau
oleh entitas pelaporan, serta belanja, transfer dan pengeluaraan pembiayaan
diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening Kas Umum Daerah, sedangkan
selisih realisasi penerimaan dan pengeluaraan disebut sisa lebih atau kurang
pembiayaan anggaran, sehingga tidak menggunakan istilah laba.

Basis akrual dipergunakan untuk menyusun laporan finansial yang terdiri
dari Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan
Laporan Arus Kas (LAK). Basis akrual untuk Laporan Operasional berarti bahwa
pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi
walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas
pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan
nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari
Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Basis akrual untuk Neraca
berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya
transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada
keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau
dibayar.
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4.3.

Untuk mengungkapkan pos-pos yang disajikan pada laporan
pelaksanaan anggaran dan laporan finansial, maka disusun Catatan atas Laporan
Keuangan (CaLK) yang merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan
pelaksanaan anggaran dan laporan finansial. Catatan atas Laporan Keuangan
(CaLK) meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam
Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional,
Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arua Kas. Catatan atas
Laporan Keuangan (CalLK) juga mencakup informasi tentang kebijakan
akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang
diharuskan dan dianjurkan diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintah,
serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan
keuangan secara wajar.

Basis Pengukuran yang Mendasari penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2015 berpedoman pada :

a. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan beserta lampirannya,

b. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah,

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual pada Pemerintah
Daerah,

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman
Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir Pada Pemerintah Daerah,

f. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal
Tahun 2007 Nomor 13) sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah,

g. Peraturan Bupati Tegal Nomor 17 tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun
2014 Nomor 17) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Bupati Tegal Nomor 57 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
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Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 17 tahun 2014 tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal,

h. Peraturan Bupati Tegal Nomor 18 tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi
Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun
2014 Nomor 18) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Bupati Tegal Nomor 58 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 18 tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi
Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal.

Kebijakan basis pengukuran atas penyusunan laporan keuangan daerah
adalah sebagai berikut :

4.3.1. Kebijakan Akuntansi Aset
a. Tujuan

Tujuan kebijakan akuntansi aset adalah untuk mengatur perlakuan
akuntansi untuk aset dan pengungkapan informasi penting lainnya
yang harus disajikan dalam laporan keuangan.

b. Ruang Lingkup
Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian seluruh aset dalam laporan
keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan
basis akrual untuk pengakuan pos-pos aset, kewajiban, dan ekuitas.
Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan
pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.

c. Definisi

Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan
akuntansi aset ini dengan pengertian:

1) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau
dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa
lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa
depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta
dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya
nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi
masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara
karena alasan sejarah dan budaya.

2) Aset lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat
direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam
waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar
meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang,
dan persediaan.

3) Aset non lancar adalah aset yang tidak dapat dimasukkan dalam
kriteria aset lancar yang mencakup aset yang bersifat jangka
panjang dan Aset Tidak Berwujud, yang digunakan secara
langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau
yang digunakan masyarakat umum. Aset non lancar meliputi
investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset
lainnya.
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d. Aset Lancar
1) Kas dan Setara Kas
a) Definisi Kas dan Setara Kas

(1) Kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo
simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan
untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah atau
investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap
dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan
nilai yang signifikan.

(2) Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang
setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan
pemerintahan.

(3) Kas terdiri dari:

(a) Kas di Kas Daerah;

(b) Kas di Bendahara Penerimaan;

(¢) Kas di Bendahara Pengeluaran; dan

(d) Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

(4) Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat
likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari
risiko perubahan nilai yang signifikan.

(5) Setara kas terdiri dari :
(a) Simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang
dari 3 (tiga) bulan;
(b) Investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid
atau kurang dari 3 (tiga) bulan.

(6) Klasifikasi kas dan setara kas secara terinci diuraikan
dalam Bagan Akun Standar (BAS).

b) Pengakuan Kas dan Setara Kas
(1) Secara umum pengakuan aset dilakukan:

(a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan
diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai
nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

(b) pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau
kepenguasaannya berpindah.

(2) Atas dasar butir (1) tersebut dapat dikatakan bahwa kas
dan setara kas diakui pada saat kas dan setara kas
diterima dan/atau dikeluarkan/dibayarkan.

¢) Pengukuran Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas diukur dan dicatat sebesar nilai
nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai
rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing,
dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank
sentral pada tanggal neraca.
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d) Penyajian dan Pengungkapan Kas dan Setara Kas

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan

pemerintah daerah berkaitan dengan kas dan setara kas,

antara lain:

(1) rincian dan nilai kas yang disajikan dalam laporan
keuangan;

(2) rincian dan nilai kas yang ada dalam rekening kas
umum daerah namun merupakan kas transitoris yang
belum disetorkan ke pihak yang berkepentingan.

2) Investasi Jangka Pendek
a) Definisi Investasi Jangka Pendek

(1) Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk
memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen
dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat
meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam
rangka pelayanan kepada masyarakat.

(2) Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat
segera diperjualbelikan/ dicairkan, ditujukan dalam
rangka manajemen kas yang artinya pemerintah dapat
menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan
kas dan beresiko rendah, serta dimiliki selama kurang
dari 12 (dua belas) bulan.

(3) Klasifikasi investasi jangka pendek secara terinci
diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

b) Pengakuan Investasi Jangka Pendek

(1) Pengeluaran kas menjadi investasi jangka pendek dapat
diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

(a) Manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa
pontensial di masa yang akan datang atas suatu
investasi jangka pendek tersebut dapat diperoleh
pemerintah  daerah. Pemerintah daerah perlu
mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat
ckonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di
masa depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia
pada saat pengakuan yang pertama kali

(b) Nilai nominal atau nilai wajar investasi jangka
pendek dapat diukur secara memadai (reliable)
karena adanya transaksi pembelian atau penempatan
dana yang didukung dengan bukti yang menyatakan/
mengidentifikasikan biaya perolehannya/ nilai dana
yang ditempatkan.

(2) Penerimaan kas dapat diakui sebagai
pelepasan/pengurang investasi jangka pendek apabila
terjadi penjualan, pelepasan hak, atau pencairan dana
karena kebutuhan, jatuh tempo, maupun Kkarena
peraturan pemerintah daerah.
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(3) Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka
pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga
obligasi, dan deviden tunai (cash dividend) diakui pada
saat diperoleh sebagai pendapatan.

¢) Pengukuran Investasi Jangka Pendek

(1) Secara umum untuk investasi yang memiliki pasar aktif
yang dapat membentuk nilai pasarnya, maka nilai pasar
dapat dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai
wajar. Dan untuk investasi yang yang tidak memiliki
pasar aktif, maka dapat dipergunakan nilai nominal,
nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.

(2) Pengukuran investasi jangka pendek dapat diuraikan
sebagai berikut :

a. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat
berharga:

1.  Apabila terdapat nilai biaya perolehannya,
maka investasi jangka pendek diukur dan
dicatat berdasarkan harga transaksi investasi
ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank,
dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka
perolehan tersebut.

1i.  Apabila  tidak  terdapat nilai  biaya
perolehannya, maka investasi jangka pendek
diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar
investasi pada tanggal perolehannya yaitu
sebesar harga pasarnya. Dan jika tidak
terdapat nilai wajar, maka investasi jangka
pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset
lain yang diserahkan untuk memperoleh
investasi tersebut.

(b) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham
diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya

d) Penyajian dan Pengungkapan Investasi Jangka Pendek

(1) Investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian dari
Aset Lancar

(2) Pengungkapan investasi jangka pendek dalam Catatan
atas  Laporan  Keuangan sekurang-kurangnya
mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

(a) Kebijakan akuntansi penentuan nilai investasi jangka
pendek yang dimiliki pemerintah daerah;

(b) Jenis-jenis investasi jangka pendek yang dimiliki
oleh pemerintah daerah;

(c) Perubahan nilai pasar investasi jangka pendek (jika
ada);

(d) Penurunan nilai investasi jangka pendek yang
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signifikan dan penyebab penurunan tersebut;

(e) Perubahan pos investasi yang dapat berupa
reklasifikasi investasi permanen menjadi investasi
jangka pendek, aset tetap, aset lain-lain dan
sebaliknya (jika ada).

3) Piutang
a) Definisi Piutang

(1) Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada
pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang
dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau
akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-
undangan atau akibat lainnya yang sah.

(2) Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai
piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima
pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang
dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.

(3) Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak
tertagih dilakukan menurut jenis/karakteristik piutang,
dan dilakukan sekurang-kurangnya berdasarkan pada
kualitas umur piutang dan/atau upaya penagihan, serta
diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu
tergantung kondisi dari debiturnya

(4) Klasifikasi piutang secara terinci diuraikan dalam Bagan
Akun Standar (BAS)

b) Pengakuan Piutang

(1) Piutang diakui pada saat penyusunan laporan keuangan
ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau
manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada
saat :

(a) Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang
belum dilunasi; dan/atau

(b) Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan
penagihan serta belum dilunasi

(2) Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu
peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman,
penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang
diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca,
apabila memenuhi kriteria:

(a) harus didukung dengan naskah perjanjian yang
menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
(b) jumlah piutang dapat diukur;

(3) Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya
Alam diakui berdasarkan alokasi definitif yang telah
ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah
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menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah
yang belum dibayarkan.

(4) Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan
jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen
penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku
yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah.

(5) Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan
klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh
Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah
definitifnya sebesar jumlah yang belum ditransfer.

(6) Piutang transfer lainnya diakui apabila:

(a) dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan,
apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat
belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa
yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau
piutang bagi daerah penerima;

(b) dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan,
misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu,
maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan
sudah  dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan
pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.

(7) Piutang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan
hasil realisasi pajak yang menjadi bagian daerah yang
belum dibayar.

(8) Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil
realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi
hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar.

(9) Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu
tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan
transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud
dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode
berikutnya.

(10) Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan
TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK
Pembebanan/SKP2K/SKTIM/Dokumen yang
dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian
atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar
pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/SKTIM/
Dokumen yang dipersamakan merupakan surat
keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut
menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia
mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian
TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan,
pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat
ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.
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¢) Pengukuran Piutang

(1) Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari
peraturan perundang undangan, adalah sebagai berikut:

(a) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai
dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang
ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar
yang diterbitkan; atau

(b) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai
dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang
telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak
untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding;
atau

(c) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai
dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang
masih proses banding atas keberatan dan belum
ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

(2)Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah
sebagai berikut:

(a) Pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah
yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila
berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar
pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut.
Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur
mengenai kewajiban bunga, denda, commitment fee
dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada
akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga,
denda, commitment fee dan/atau biaya lainnya pada
periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada
akhir periode pelaporan.

(b) Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai
naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum
dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila
dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan
pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar
nilai bersihnya.

(¢) Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-
ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah
perjanjian kemitraan.

(d) Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau
jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir
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periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran
atau uang muka yang telah diterima.

(3) Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

(a) Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum
diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap
tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan
transfer yang berlaku;

(b) Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum
diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer
DAU dari Pemerintah Pusat ke Kabupaten;

(c) Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang
telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah
Pusat.

(4) Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan
yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:

(a) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh
tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih
dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan
surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;

(b) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang
akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

(5)Pengukuran Berikutnya (Subsequent Measurement)
Terhadap Pengakuan Awal Piutang disajikan berdasarkan
nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut
dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih.
Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan
piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan
setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

(6) Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga
dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan (write-
off) dan penghapusbukuan (write down).

(7)Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat
direalisasikan (net realizable value), yaitu selisih antara
nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

(8)Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat)
dengan Kklasifikasi sebagai berikut:

(a) Kualitas Piutang Lancar;

(b) Kualitas Piutang Kurang Lancar;
(¢) Kualitas Piutang Diragukan;

(d) Kualitas Piutang Macet.

(9) Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah
berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:

(a) Pajak Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (self
assessment); dan

LK Pemkab Tegal

2015

41




PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

(b) Pajak Ditetapkan Oleh Kepala Daerah (official
assessment).

(10) Penggolongan  Kualitas ~ Piutang  Pajak  yang
pemungutannya Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (self
assessment) dilakukan dengan ketentuan:

(a) Kualitas lancar, dengan kriteria:

i. Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
ii. Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
iii. Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan;
dan/atau
iv. Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
v. Wajib Pajak likuid; dan/atau
vi. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.

(b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:

i. Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau

ii. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu)
bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama
belum melakukan pelunasan; dan/atau

iii. Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan;
dan/atau

iv. Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan;
dan/atau

v. Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.

(¢) Kualitas Diragukan, dengan kriteria :

i. Umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5

tahun; dan/atau

ii. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu)
bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua
belum melakukan pelunasan; dan/atau

iii. Wajib Pajak tidak kooperatif dalam pemeriksaan;
dan/atau

iv. Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil
pemeriksaan; dan/atau

v. Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.

(d) Kualitas Macet, dengan kriteria:

i. Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
ii. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu)
bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga
belum melakukan pelunasan; dan/atau
iii. Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
iv. Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
v. Wajib Pajak mengalami musibah (force majeure).

(11) Penggolongan  kualitas  piutang  pajak  yang
pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah (official
assessment) dilakukan dengan ketentuan:

(a) Kualitas Lancar, dengan kriteria:
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i. Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
ii. Masih dalam tenggang waktu jatuj tempo; dan/atau
iii. Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
iv. Wajib Pajak likuid; dan/atau
v. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.

(b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:

i. Umur piutang lebih dari 1 tahun sampai dengan 2
tahun; dan/atau
ii. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu)
bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama
belum melakukan pelunasan; dan/atau
iii. Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau
iv. Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.

(¢) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:

i. Umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5
tahun; dan/atau
ii. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu)
bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua
belum melakukan pelunasan; dan/atau
iii. Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
iv. Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.

(d) Kualitas Macet, dengan kriteria:

i. Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
ii. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu)
bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga
belum melakukan pelunasan; dan/atau
iii. Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
iv. Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
v. Wajib Pajak mengalami musibah (force majeure)

(12) Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus
untuk objek Retribusi, dapat dipilah berdasarkan
karakteristik sebagai berikut:

(a) Kualitas Lancar, dengan kriteria :

i. Umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan; dan/atau
ii. Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan
sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.

(b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria :

i. Umur piutang lebih dari 1 bulan sampai dengan 3
bulan; dan/atau

ii. Apabila wajib retribusi dalam jangka waktu 1 (satu)
bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama
belum melakukan pelunasan.

(¢) Kualitas Diragukan, dengan kriteria :

1. jika umur piutang lebih dari 3 bulan sampai dengan
12 bulan; dan/atau
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ii. Apabila wajib retribusi dalam jangka waktu 1 (satu)
bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua
belum melakukan pelunasan.

(d) Kualitas Macet, dengan kriteria :
i. Umur piutang lebih dari 12 bulan; dan/atau

ii. Apabila wajib retribusi dalam jangka waktu 1 (satu)
bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga
belum melakukan pelunasan atau Piutang telah
diserahkan kepada Instansi yang menangani piutang
negara.

(13) Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak selain yang
disebutkan Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:

(a) Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan
sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;

(b) Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu
1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan
Pertama tidak dilakukan pelunasan;

(c) Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1
(satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan
Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan

(d) Kualitas macet, jika piutang yang dalam jangka waktu
1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan
Ketiga tidak dilakukan pelunasan, atau Piutang telah
diserahkan kepada Instansi yang menangani
pengurusan piutang negara.

(14) Penggolongan kualitas piutang ex dana stimulan :
(a) Kualitas lancar, dengan kriteria :

i. Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau

ii. Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
iii. Debitur menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
iv. Debitur kooperatif.

(b) Kualitas kurang lancar, dengan kriteria :

i. Umur piutang 1 sampai dengan 3 tahun; dan/atau
ii. Apabila Debitur dalam jangka waktu 1 bulan sejak
tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan
pelunasan; dan/atau
iii. Debitur kurang kooperatif dalam pamariksaan;
dan/atau
iv. Debitur menyetujui sebagian hasil pemeriksaan.

(c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria :

i. Umur piutang 3 sampai dengan 5 tahun;

ii. Apabila Debitur dalam jangka waktu 1 bulan sejak
tanggal Surat Tagihan Keduaa belum melakukan
pelunasan; dan/atau
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iii. Debitur tidak kooperatif dalam pamariksaan;
dan/atau
iv. Debitur tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan.

(d) Kualitas macet, dengan kriteria :

i. Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
ii. Apabila Debitur dalam jangka waktu 1 bulan sejak
tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan
pelunasan; dan/atau
ili. Debitur tidak ditemukan; dan/atau
iv. Debitur bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
v. Debitur mengalami musibah (force majeure).

(15) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ditetapkan:

(a) 0,5% (setengah perseratus) dari Piutang yang
memiliki kualitas lancar.

(b) 10% (sepuluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas
kurang lancar;

(c) 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan
kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai
agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan

(d) 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan
kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan
atau nilai barang sitaan (jika ada).

(16) Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada
akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo
piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak
tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

(17) Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal
pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal
penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CalLK, namun
bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan
penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak
tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya
disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya,
apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat
restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap
nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih
antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca
dengan saldo awal.

d) Pemberhentian Pengakuan

(1)Pemberhentian  pengakuan atas piutang dilakukan
berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam
penyelesaian  piutang dimaksud. Secara umum
penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar
tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga
tagihan tersebut selesai/lunas.

(2)Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga
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dikenal dengan dua cara yaitu penghapustagihan (write-
off) dan penghapusbukuan (write down).

(3)Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern
manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi
yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan
sesuai dengan net realizable value-nya.

(4)Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis
menghapus kegiatan penagihan piutang dan hanya
dimaksudkan untuk pengalihan pencatatan dari
intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel.

(5)Penghapusbukuan piutang merupakan konsekuensi
penghapustagihan piutang. Penghapusbukuan piutang
dibuat berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat
yang berwenang untuk menghapustagih piutang.
Keputusan dan/atau Berita Acara merupakan dokumen
yang sah untuk bukti akuntansi penghapusbukuan

(6)Kriteria penghapusbukuan piutang, adlah sebagai berikut

(a) Penghapusbukuan harus memberi manfaat, yang
lebih besar daripada kerugian penghapusbukuan.

i. Memberi gambaran obyektif tentang kemampuan
keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan.
ii. Memberi gambaran ekuitas lebih obyektif,
tentang penurunan ekuitas.
iii. Mengurangi beban administrasi/akuntansi, untuk
mencatat hal-hal yang tak mungkin terealisasi
tagihannya.

(b) Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum
dari penghapusbukuan pada neraca pemerintah
daerah, sebelum difinalisasi dan diajukan kepada
pengambil keputusan penghapusbukuan (apabila
perlu).

(¢c) Penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal
otoritas tertinggi yang berwenang menyatakan hapus
tagih perdata dan atau hapus buku (write off).
Pengambil keputusan penghapusbukuan melakukan
keputusan reaktif (tidak berinisiatif), berdasar suatu
sistem nominasi untuk dihapusbukukan atas usulan
berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan
usulan penghapusbukuan tersebut.

(d) Penghapustagihan suatu piutang harus berdasarkan
berbagai kriteria, prosedur dan kebijakan yang
menghasilkan keputusan hapus tagih yang defensif
bagi pemerintah secara hukum dan ekonomik.

(e) Penghapustagihan piutang dilaksanakan sesuai
dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
Oleh karena itu, apabila upaya penagihan yang
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®

9]

dilakukan oleh satuan kerja yang berpiutang sendiri
gagal maka penagihannya harus dilimpahkan kepada
KPKNL, dan satuan kerja yang bersangkutan tetap
mencatat piutangnya di neraca dengan diberi catatan
bahwa penagihannya dilimpahkan ke KPKNL.
Apabila mekanisme penagihan melalui KPKNL tidak
berhasil, berdasarkan dokumen atau surat keputusan
dari KPKNL, dapat dilakukan penghapustagihan.
Berdasarkan Undang undang Nomor 1 tahun 2004
tentang Perbendaharaan,

Kewenangan penghapusan piutang sampai dengan
Rp5 milyar oleh Bupati, sedangkan kewenangan di
atas Rp5 milyar oleh Bupati dengan persetujuan
DPRD.

Kriteria Penghapustagihan Piutang sebagian atau
seluruhnya adalah sebagai berikut:

i. Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa
pihak yang berutang kepada negara, untuk
menolong pihak berutang dari keterpurukan yang
lebih dalam. Misalnya kredit UKM yang tidak
mampu membayar.

ii. Penghapustagihan sebagai suatu sikap
menyejukkan, membuat citra penagih menjadi
lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih
luas menghadapi tugas masa depan.

iii. Penghapustagihan  sebagai  sikap  berhenti
menagih, menggambarkan situasi takmungkin
tertagih melihat kondisi pihak tertagih.

iv. Penghapustagihan untuk restrukturisasi
penyehatan utang, misalnya penghapusan denda,
tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok
kredit baru, reskeduling dan penurunan tarif
bunga kredit.

v. Penghapustagihan setelah semua ancangan dan
cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan.
Misalnya, kredit macet dikonversi menjadi
saham/ekuitas/penyertaan, dijual (anjak piutang),
jaminan dilelang.

vi. Penghapustagihan  sesuai  hukum  perdata
umumnya, hukum kepailitan, hukum industry
(misalnya industri keuangan dunia, industri
perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak,
melakukan benchmarking kebijakan/peraturan
write off di negara lain.

vii. Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak

mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan
diberlakukan, kecuali cacat hukum.
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Penghapusbukuan (writedown maupun write off)
masuk esktrakomptabel dengan beberapa sebab
misalnya kesalahan  administrasi, kondisi
misalnya debitur menunjukkan gejala mulai
mencicil teratur dan alasan misalnya dialihkan
kepada pihak lain dengan Aaircut mungkin kan
dicatat kembali menjadi rekening  aktif
intrakomtabel.

e) Pengungkapan Piutang

(1) Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai.
Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara
cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.
Informasi dimaksud dapat berupa:

(a) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam
penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;

(b) rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk
mengetahui tingkat kolektibilitasnya;

(c) penjelasan atas penyelesaian piutang;
(d) jaminan atau sita jaminan jika ada.

(2) Tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan yang
masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara
damai maupun pengadilan juga harus diungkapkan.

(3) Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara
cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar
lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan
misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang,
nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang,
dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan
lainnya yang dianggap perlu.

(4) Terhadap kejadian adanya piutang yang telah
dihapusbuku, ternyata di kemudian hari diterima
pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut
dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang
bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan
pendapatan  Pajak/PNBP  atau  melalui  akun
Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis
piutang.

4) Persediaan
a) Definisi Persediaan

(1) Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau
perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung
kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-
barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau
diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

(2) Persediaan merupakan aset yang berwujud yang berupa:
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(a) Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan
dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah
Daerah;

(b) Bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan
dalam proses produksi;

(c) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan
untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;

(d) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan
kepada masyarakat dalam rangka kegiatan
pemerintahan.

(3) Klasifikasi persediaan secara terinci diuraikan dalam
Bagan Akun Standar (BAS).

b) Pengakuan Persediaan
(1) Persediaan diakui:

(a) Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan
diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai
atau biaya yang dapat diukur dengan andal,

(b) Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau
kepenguasaannya berpindah.

(2) Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi,
dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

¢) Pengukuran Persediaan

(1) Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik,
maka pengukuran persediaan pada saat periode
penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan
hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan
terakhir /harga pokok produksi terakhir/nilai wajar.

(2) Persediaan disajikan sebesar:

(a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.
Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian,
biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya
lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada
perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan
lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

(b) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan
memproduksi  sendiri. Harga pokok produksi
persediaan meliputi biaya langsung yang terkait
dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak
langsung yang dialokasikan secara sistematis.

(c) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya
seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi
nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar
pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan
transaksi wajar (arm length transaction).
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d)

Penyajian dan Pengungkapan Persediaan
(1) Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.

(2) Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas
Laporan Keuangan:

(a) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam
pengukuran persediaan;

(b) Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang
atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan
masyarakat, barang atau perlengkapan yang
digunakan dalam proses produksi, barang yang
disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada
masyarakat, dan barang yang masih dalam proses
produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau
diserahkan kepada masyarakat; dan

(c) Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi
rusak atau usang.

5) Beban Dibayar Dimuka

a)

b)

c)

d)

Definisi Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran
kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi
menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi
pemerintah daerah.

Pengakuan Beban Dibayar Dimuka

Beban diabayar dimuka diakui pada saat kas dikeluarkan
namun belum menimbulkan kewajiban.

Pengukuran Beban Dibayar Dimuka

Pengukuran beban diabayar dimuka dilakukan berdasarkan
jumlah kas yang dikeluaran/ dibayarkan.

Pengungkapan Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka diungkapkan sebagai akun yang
terklasifikasi dalam aset lancar karena akun ini biasanya
segera menjadi kewajiban dalam satu periode akuntansi.

6) Aset untuk Dikonsolidasikan

a)

Definisi Aset untuk Dikonsolidasikan

Aset untuk Dikonsolidasikan adalah aset yang dicatat karena
adanya hubungan timbal balik antara entitas akuntansi
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan entitas
akuntansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Aset
ini akan dieliminasi saat dilakukan konsolidasi antara SKPD
dengan PPKD. Aset untuk dikonsolidasikan hanya terdiri
dari satu rincian yaitu R/K SKPD. Akun ini digunakan oleh
entitas akuntansi PPKD sepanjang mempunyai transaksi
dengan seluruh entitas akuntansi SKPD.
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b) Pengakuan Aset untuk Dikonsolidasikan

Pengakuan aset untuk dikonsolidasikan pada saat terjadi
transaksi yang melibatkan transaksi dengan seluruh entitas
akuntansi SKPD.

¢) Pengukuran Aset untuk Dikonsolidasikan

Pengukuran aset untuk dikonsolidasikan berdasarkan nilai
transaksi yang terjadi. Aset untuk dikonsolidasikan ini akan
mempunyai nilai yang sama dengan kewajiban untuk
dikonsolidasikan sehingga pada saat dilakukan penyusunan
laporan  konsolidasi  akun-akun ini akan  saling
mengeliminasi.

d) Pengungkapan Aset untuk Dikonsolidasikan

Aset untuk dikonsolidasikan diungkapkan pada Neraca
dalam klasifikasi aset lancar. Aset ini disajikan hanya pada
entitas akuntansi PPKD. Pada laporan konsolidasi akun ini
akan tereliminasi.

€. Aset Non Lancar
1) Investasi Jangka Panjang
a) Definisi Investasi Jangka Panjang

(1) Investasi jangka panjang adalah investasi yang
dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas)
bulan.

(2) Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang
dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

(3) Pengertian  berkelanjutan  adalah investasi yang
dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat
untuk memperjualbelikan atau menarik kembali, tetapi
untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang
signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga
hubungan kelembagaan.

(4) Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang
yang tidak termasuk dalam investasi permanen.

(5) Investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam
investasi permanen adalah investasi yang dimaksudkan
untuk dimiliki tidak berkelanjutan yang berarti
kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12
(dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus
menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau
menarik kembali.

(6) Klasifikasi investasi jangka panjang secara terinci
diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

b) Pengakuan Investasi Jangka Panjang

(1) Investasi dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai
berikut:
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(a) Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial
atau jasa potensial di masa yang akan datang atas
suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah
daerah;

(b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat
diukur secara memadai (reliable).

(2) Hasil Investasi Jangka Panjang dapat berupa:

3)

“

)

(a) Deviden Tunai;
(b) Deviden Saham; dan
(c) Bagian Laba.

Pengakuan untuk hasil investasi untuk Deviden dapat
dilakukan dengan cara sebagai berikut:

(a) Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh
dari  penyertaan modal  pemerintah  yang
pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat
sebagai pendapatan hasil investasi (Lain-lain PAD
yang Sah).

(b) Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas,
bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh oleh
pemerintah  dicacat sebagai pendapatan hasil
investasi (dalam jurnal dengan basis kas) dan
mengurangi nilai investasi pemerintah (dalam jurnal
berbasis akrual).

Pengakuan hasil investasi untuk Dividen dalam bentuk
saham yang diterima baik dengan metode biaya maupun
metode ekuitas akan menambah nilai investasi
pemerintah.

Pengakuan hasil investasi untuk Bagian Laba dapat
dilakukan dengan cara sebagai berikut:

(a) Hasil investasi yang diperoleh dari penyertaan
modal pemerintah berupa bagian laba dari investee
yang pencatatannya menggunakan metode biaya
tidak dilakukan pencatatan.

(b) Apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba
tersebut dicatat sebagai penambahan investasi dan
pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan investasi.

¢) Pengukuran Investasi Jangka Panjang

(1) Sesuai dengan sifat penanamannya, pengukuran investasi

2

jangka panjang untuk Investasi permanen misalnya
penyertaan modal pemerintah daerah, dicatat sebesar
biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu
sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka
perolehan investasi tersebut.

Sesuai dengan sifat penanamannya, pengukuran investasi
jangka panjang untuk Investasi nonpermanen yaitu:
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)

(4)

)

(6)

(a) Dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang
dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki
berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.

(b) Yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan
perekonomian, dinilai sebesar nilai bersih yang
dapat direalisasikan. Untuk penyehatan/
penyelamatan perekonomian misalnya dana talangan
dalam rangka penyehatan perbankan.

(c) Dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek
pembangunan pemerintah daerah dinilai sebesar
biaya pembangunan termasuk biaya yang
dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang
dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek
sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

(d) Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari
pertukaran aset Pemerintah Daerah, maka nilai
investasi yang diperoleh Pemerintah Daerah adalah
sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi
tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

(e) Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang
dibayar dengan mata uang asing yang sama harus
dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai
tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada
tanggal transaksi.

(f) Investasi non permanen lainnya dalam bentuk dana
bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk
dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh
Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran
yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan
tujuan lainnya. Investasi non permanen dalam
bentuk dana bergulir dinilai sebesar nilai bersih yang
dapat direalisasikan (Net Realizable Value).

Diskonto atau premi pada pembelian investasi
diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat
jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari
investasi tersebut.

Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut
dikreditkan atau didebetkan pada pendapatan bunga,
sehingga merupakan penambahan atau pengurangan dari
nilai tercatat investasi (carrying value) tersebut.

Penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan tiga
metode yaitu:

(a) Metode Biaya;
(b) Metode Ekuitas;
(c) Metode Nilai Bersih yang dapat direalisasikan.

Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang
mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan.
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(7)

(8)

)

(10)

Metode ckuitas adalah suatu metode akuntansi yang
mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga
perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan
dengan perubahan bagian investor atas kekayaan
bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi
(investee) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi.

Metode biaya digunakan jika Kepemilikan kurang dari
20%. Dengan menggunakan metode biaya, investasi
dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas
investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang
diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi
pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

Metode ekuitas digunakan jika Kepemilikan 20% sampai
50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki
pengaruh yang signifikan atau jika Kepemilikan lebih
dari 50%. Dengan menggunakan metode ekuitas
pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya
perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian
laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan.
Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang
diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi
pemerintah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga
diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi
pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul
akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan jika
Kepemilikan bersifat nonpermanen. Metode nilai bersih
yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk
kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka
waktu dekat.

Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan,
investasi pemerintah daerah dinilai sebesar harga
perolehan investasi setelah dikurangi dengan penyisihan
atas investasi yang tidak dapat diterima kembali.
Perhitungan atas nilai bersih investasi yang dapat
direalisasikan  dilakukan dengan mengelompokkan
investasi pemerintah daerah yang belum diterima kembali
sesuai dengan periode jatuh temponya (aging schedule).
Besarnya penyisihan atas investasi yang tidak dapat
diterima kembali dihitung berdasarkan persentase
penyisihan untuk  masing-masing kelompok sebagai
berikut:

No.

Persentase

Periode Jatuh Tempo Pengembalian Investasi .
Penyisihan

Jatuh tempo pada periode 1 s.d 2 Tahun 0,5%

Jatuh tempo pada periode >2 s.d 3 Tahun 10 %
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P t
No. Periode Jatuh Tempo Pengembalian Investasi erse.‘n. ase
Penyisihan
3 Jatuh tempok pada periode >3 s.d 4 Tahun 50 %
4 Jatuh tempo pada periode di atas 4 Tahun 100 %

2) Aset Tetap
a) Definisi Aset Tetap

(1) Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa
manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan
dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh
masyarakat umum.

(2) Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang
dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan
untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau
konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan
tempat yang siap untuk dipergunakan.

(3) Nilai tercatat (carrying amount) aset adalah nilai buku aset,
yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah
dikurangi akumulasi penyusutan.

(4) Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu
aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets)
selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

(5) Masa manfaat adalah:

(a) Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas
pemerintahan dan/atau pelayanan publik;